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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH 

BARAT 

 

 
Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam 

mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan 

Realisasi Anggaran menjadi instrumen utama untuk menilai kemampuan 

pemerintah dalam mencapai target pendapatan serta mengelola belanja secara 

efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran 

untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama periode 

2022–2024. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan 

Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis efisiensi 

menunjukkan rasio sebesar 99,27% yang termasuk dalam kategori kurang efisien. 

Sementara itu, hasil efektivitas pendapatan daerah secara keseluruhan selama tiga 

tahun memiliki rata-rata efektivitas sebesar 105,45%, yang menunjukkan bahwa 

pendapatan daerah telah direalisasikan dengan sangat efektif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum optimal karena realisasi 

belanja hampir mendekati total anggaran dan melebihi pendapatan daerah. Secara 

keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan 

efektivitas yang sangat baik namun efisiensi belanja masih perlu ditingkatkan agar 

tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci : laporan realisasi anggaran, kinerja keuangan, pemerintah daerah 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF BUDGET REALIZATION REPORTS TO ASSESS THE 

FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF ACEH  

BARAT REGENCY 

 

 

Assessing the financial performance of local governments is an essential 

component in achieving transparent and accountable public financial 

management. The Budget Realization Report serves as the primary instrument to 

evaluate the government’s ability to achieve revenue targets and manage 

expenditures efficiently. This study aims to analyze the budget realization report 

to assess the financial performance of the government of Aceh Barat Regency for 

the period 2022-2024. The study employs secondary data obtained from the 

Budget Realization Report. The results indicate that the efficiency analysis shows 

a ratio of 99,27%, which is falls within the less efficient category. Meanwhile, the 

overall effectiveness of regional revenue over the three-year period shows an 

average effectiveness ratio of 105,45%, demonstrating that revenue realization 

has been highly effective. This indicates that budget utilization is not yet optimal, 

as expenditure realization is nearly equal to the total allocated budget and 

exceeds regional revenue. Overall, the financial performance of the Government 

of Aceh Barat Regency reveals a highly effective revenue realization; however, 

expenditure efficiency still needs improvement to ensure more optimal and 

sustainable regional financial management. 

 

Keywords : budget realization report, financial performance, local government.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem manajemen keuangan 

baik di sektor publik maupun swasta. Dalam konteks organisasi, anggaran 

berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi 

kinerja finansial (Sariono & Marison, 2024). Anggaran tidak hanya menjadi 

rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga instrumen akuntabilitas guna 

memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Evaluasi 

atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), yang menggambarkan sejauh mana penggunaan anggaran 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). 

Di sektor pemerintahan, anggaran adalah alat yang vital untuk mencapai 

tujuan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, 

penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran melalui analisis 

laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut mencatat sejauh mana anggaran yang 

telah dialokasikan telah terealisasi dalam bentuk pengeluaran, serta apakah 

anggaran yang telah disiapkan digunakan secara efisien dan efektif. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana telah digunakan sesuai dengan 

peruntukannya dan apakah anggaran tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan (Bastian, 2017). 

Dalam praktiknya, realisasi anggaran sering kali mengalami deviasi, baik 

yang disebabkan oleh faktor internal (seperti perencanaan yang tidak akurat atau 

keterlambatan dalam pelaksanaan proyek) maupun faktor eksternal (misalnya 
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perubahan kebijakan pemerintah) (Alhabsi, et al, 2023). Ketidaksesuaian antara 

rencana anggaran dan realisasi berpotensi menunjukkan ketidakefisienan, 

lemahnya perencanaan, atau bahkan potensi penyalahgunaan anggaran. 

Dalam konteks pemerintahan, kinerja keuangan mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, 

ekonomis, dan akuntabel. Kinerja keuangan merupakan bagian dari kinerja 

organisasi, yaitu tingkat pencapaian hasil atau output dibandingkan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan (Mahsun, 2016). 

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan berbagai 

metode analisis seperti analisis rasio, analisis varians, dan analisis pertumbuhan. 

Analisis rasio menjadi teknik yang paling sering digunakan karena mampu 

menunjukkan hubungan proporsional antara anggaran dan realisasinya serta 

memberikan gambaran efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan pertumbuhan 

anggaran dari tahun ke tahun (Harahap, 2020). Penilaian ini penting untuk 

mengukur apakah kinerja anggaran pemerintah daerah sudah optimal sesuai 

prinsip good governance. 

Di Indonesia, anggaran pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tingkat pusat, serta anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tingkat daerah. Anggaran ini 

disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat, memajukan perekonomian, dan meningkatkan 

kesejahteraan umum. Realisasi anggaran yang baik menunjukkan bahwa alokasi 

anggaran telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan 
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yang telah ditentukan. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara anggaran yang 

direncanakan dengan realisasi dapat menjadi indikator ketidakefisienan dalam 

penggunaan dana, atau bahkan penyalahgunaan anggaran (Ginting, et al, 2024). 

Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang akuntabel perlu dievaluasi melalui 

laporan keuangan, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah atas pengelolaan keuangan selama satu periode, termasuk untuk tujuan 

pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja (Sujarweni, 2015). Pemerintah 

daerah wajib menyusun komponen laporan keuangan sesuai ketentuan, yakni 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan (Ratmono, 2017). LRA menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diperbandingkan 

dengan anggarannya (Haigustina, 2023). Laporan ini menjadi dasar evaluasi 

akuntabilitas fiskal pemerintah daerah. 

Pelaksanaan LRA memiliki landasan hukum yang kuat yang mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan, termasuk realisasi APBN/APBD, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan 

pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang berisi salah satunya Laporan 

Realisasi Anggaran, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
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(SAP). Dengan dasar hukum tersebut, penyusunan LRA oleh pemerintah daerah 

menjadi kewajiban formal sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Selain memahami dasar hukum, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran 

membutuhkan metode analisis yang tepat. Berbagai teknik digunakan dalam 

menilai kinerja keuangan seperti analisis varians, analisis pertumbuhan, dan 

analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu teknik yang penting karena 

memberikan gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk melihat 

kecenderungan efisiensi dan efektivitas dari tahun ke tahun (Harahap, 2020). 

Pada tingkat daerah, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah (Ismail, 2024). 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis 

dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan pendapatan, belanja, 

dan penyusunan LRA. 

Pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia masih 

menghadapi kendala berupa ketidaktepatan realisasi anggaran, rendahnya serapan 

anggaran, serta munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 

ketidaksesuaian belanja, kesalahan pencatatan, atau kekurangan volume 

pekerjaan. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar lebih akuntabel dan efektif. Kondisi 

serupa juga terlihat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 

Pada tahun anggaran 2023, pemerintah kabupaten Aceh Barat berhasil 

merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,351 triliun, dengan realisasi 



5 
 

 
 

belanja daerah mencapai Rp 1,356 triliun dan pembiayaan netto sebesar Rp 107,7 

miliar. Meskipun terdapat pencapaian positif dalam realisasi pendapatan dan 

belanja, namun terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan, seperti 

pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan serta 

kekurangan volume dalam beberapa paket pekerjaan belanja modal (Iskandar, 

2024). Disamping itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya 

serapan anggaran di daerah ini dipicu oleh lemahnya perencanaan APBD dan 

ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi meningkatkan SILPA 

(Afryansyah, 2023). 

Berikut realisasi anggaran tahun 2022-2024 pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Aceh Barat. 

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh 

Barat (2022-2024) 

Tahun Target  

(Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

Persentase Realisasi 

(%)  

2022 1.272.590.146.832,34 1.329.776.515.505,65 104,49 

2023 1.361.137.805.877,00 1.351.975.407.387,50 99,33% 

2024 1.437.406.036.168,00 1.611.087.820.605,88 112,08% 

Sumber : Data Sekunder, 2022, 2023 dan 2024 

Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat periode 2022-2024 

menunjukkan fluktuasi. Tahun 2022 realisasi mencapai 104,49% dari target, 

menurun pada 2023 menjadi 99,33%, dan kembali meningkat pada 2024 sebesar 

112,08%. Fluktuasi yang signifikan tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan 



6 
 

 
 

dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, sehingga memerlukan analisis lebih 

lanjut untuk menilai kinerja keuangan daerah. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui dan memahami tentang analisis laporan realisasi anggaran dalam 

menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, guna 

memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan anggaran 

yang transparan dan akuntabel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan terkait masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu : 

1. Bagaimanakah rasio efisiensi realisasi anggaran dalam menilai kinerja 

keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 – 2024? 

2. Bagaimana rasio efektifitas realisasi anggaran dalam menilai kinerja 

keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah berdasarkan tingkat 

efisiensi pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

tahun 2022-2024. 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah berdasarkan tingkat 

efektivitas pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

tahun 2022-2024.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ditinjau dari teori Rasio 

Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, untuk Menganalisis 

Kinerja Keuangan Kabupaten Aceh Barat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan 

pemikiran Pemerintah Daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan 

guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin 

kompetitif. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan 

pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam 

bidang yang sama. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, manfaat penelitian, rumusan 

masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada 

analisis laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 – 2024.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anggaran dalam Sektor Publik  

Anggaran merupakan rencana keuangan yang berisi estimasi pendapatan 

dan belanja pada suatu periode tertentu. Dalam konteks sektor publik, anggaran 

berfungsi tidak hanya sebagai rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai 

instrumen kontrol, koordinasi, evaluasi kinerja, serta sarana akuntabilitas 

pemerintah kepada publik (Mardiasmo, 2018). 

Anggaran pemerintah disusun berdasarkan prioritas pembangunan dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya 

secara efektif dan efisien (Ginting, et al, 2024). Menurut Halim (2016), anggarn 

publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat karena 

mengutamakan kepentingan umum dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip-prinsip 

transparansi, partisipatif disiplin anggaran dan akuntabilitas.  

Anggaran merupakan penyertaan perkiraan kinerja yang seharusnya akan 

dicapai selama periode tertentu dalam bulan atau tahun yang didefinisikan dalam 

bentuk finansial (Mardiasmo, 2018). Rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif tersebut semestinya dapat diukur menggunakan satuan keuangan dan 

standar ukur lainnya dalam jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan 

representasi dari suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki ke dalam kebutuhan atau program yang dimiliki (Putra & Novia, 2020). 
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Anggaran adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

perencanaan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perlu 

dilakukan secara cermat agar setiap rencana dapat diwujudkan sesuai dengan 

alokasi anggaran yang tersedia, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 

terkait. Untuk mencapai efektivitas, penyusunan anggaran memerlukan 

kemampuan untuk memproyeksikan kondisi masa depan, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar organisasi 

(Umarella, 2019). 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dirancang secara tertulis, 

bersifat kuantitatif, formal, dan terstruktur, yang memuat estimasi kegiatan, 

pendapatan, serta pengeluaran dalam bentuk satuan uang, dan berlaku untuk 

periode tertentu dalam aktivitas operasional harian. Selain itu, anggaran juga 

berperan sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengendalian, yang 

memungkinkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dengan membandingkannya 

pada rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Riadi, 2021). 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah mencakup rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang 

diukur dalam suatu rupiah, yang disusun menurut pengelompokan tertentu secara 

sistematis untuk satu periode. Menurut Sangadji (2019), mendefinisikan anggaran 

sebagai rencana kerja secara kuantitatif aktivitas usaha sebuah perusahaan 

(pemasaran, produksi, dan keuangan). 

Menurut Umar (2016), anggaran memiliki fungsi sebagai berikut: 
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1. Perencanaan (planning), anggaran merupakan rencana kerja yang 

menjadi panduan bagi anggota organisasi dalam melakukan suatu 

tindakan yang akan direalisasikan, memberi masukan dan arah yang 

harus dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam suatu periode. 

2. Pengorganisasian (Organizing), setelah semua rencana ditetapkan, maka 

perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan 

rencana yang telah ditentukan. 

3. Menggerakkan (Actuating), setiap sumber daya yang ada harus 

diarahkan, dikoordinasikan agar dapat bekerja dengan optimal dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

4. Pengendalian (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilai dalam 

kegiatan setiap bagian dari perusahaan agar sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan. 

2.2 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi ini 

disajikan untuk membantu para pengguna dalam membuat keputusan ekonomi 

yang rasional dan berdasarkan data yang dapat diandalkan (Kieso, Weygandt, & 

Warfield, 2018). 

Menurut Harahap (2015), laporan keuangan adalah media yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan suatu organisasi kepada pihak 

internal maupun eksternal. Laporan keuangan tidak hanya menggambarkan 
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kondisi keuangan masa lalu, tetapi juga menjadi dasar dalam memprediksi kinerja 

di masa depan. 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif agar informasi yang 

dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (IAI, 2015). 

Karakteristik ini memastikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan oleh 

berbagai pihak seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat dalam menilai 

kinerja serta kondisi suatu entitas. 

Menurut Munawir (2014), laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat 

pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja manajemen. Melalui laporan keuangan, 

pihak internal dapat menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

organisasi, sedangkan pihak eksternal dapat menilai kemampuan organisasi 

memenuhi kewajiban dan mengelola aset secara berkelanjutan. 

Standar laporan keuangan pemerintah di Indonesia mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), 

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan 

Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (Ratmono, 2017). 

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya publik. Laporan 

keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja, serta capaian pelaksanaan anggaran suatu entitas pemerintah (Sjarweni, 

2015). 
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2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah  

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya publik. 

Laporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja, serta capaian pelaksanaan anggaran suatu entitas 

pemerintah (Sujarweni, 2015).  

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan 

ekuitas pemerintah. 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 

3. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

4. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi anggarannya. 

5. Menyediakan informasi tentang cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

6. Menyediakan informasi tentang potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

7. Menyediakan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
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Secara garis besar, tujuan penyajian laporan keuangan bagi 

pemerintah daerah adalah: 

1. Untuk memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial, dan politik 

2. Sebagai alat akuntabilitas public 

3. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam 

melakukan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mahmudi, 

2019). 

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), komponen laporan 

keuangan lengkap terdiri dari : 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. Neraca adalah 

laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. Total laba rugi 

komprehensif adalah perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode yang 

dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan 

yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Entitas menyajikan 

laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan : 

a. Total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang 

menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat 
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didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada 

kepentingan non-pengendali. 

b. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan 

retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang 

diakui sesuai dengan PSAK 25. 

c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah 

tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah 

mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari : 

(1) laba rugi; (2) masing-masing pos pendapatan komprehensif 

lain; dan (3) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi 

dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak 

kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang 

pengendalian. 

4. Laporan arus kas selama periode. Informasi arus kas memberikan 

dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan 

entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas 

dalam menggunakan arus kas tersebut. 

5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi 

informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi 

keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi 

terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus 

kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau 
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rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut 

dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan. 

2.1.3 Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Menurut Ramli (2016), pelaporan keuangan pemerintah 

dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur tentang 

keuangan pemerintah, antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang 

mengatur keuangan Negara. 

2. Undang-Undang di bidang keuangan Negara. 

3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah 

daerah, khusus yang mengatur keuangan daerah. 

5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

6. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. 

7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

keuangan pusat dan daerah. 

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Karakteristik kualitatif laporan merupakan ukuran normative yang 

harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat tercapai 

tujuannya. 
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1. Relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi 

yang terdapat didalamnya dapat memberikan pengaruh pada 

keputusan penggunaan dengan membantu mengevaluasi peristiwa 

masa lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta 

menegaskan atau memperbaiki hasil epulasi di masa lalu. Informasi 

yang relevan seperti memiliki umpan balik, memiliki manfaat 

predikatif, tepat waktu, dan lengkap.  

2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yaitu bebas 

dari pengertian yang menyesatkan dan kelainan material, menyajikan 

setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin 

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan 

maka penggunaan informasi tersebut berpotensi menyesatkan. 

Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut ini: 

a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan kejujuran peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau disajikan secara wajar. 

b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat diuji dan hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan 

tidak jauh berbeda jika dilakukan pengujian oleh pihak berbeda. 

c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan 

keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas 
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pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara 

internal, dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal 

dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan akan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan 

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan pada catatan atas 

laporan keuangan. 

4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat 

dipahami oleh penggunaan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunaan. Untuk 

itu, penggunaan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya 

kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

2.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 61 laporan realisasi anggaran 

menyajikan ikhitisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang 

dikelola oleh pemerintahan pusat/ daerah dalam suatu periode pelaporan. Lebih 

lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, 

belanja, transfer, surplus/ defisit, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan 

anggaran. 
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang memuat rincian 

mengenai pencapaian atas anggaran yang telah disusun dalam periode tertentu. 

LRA menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

telah dilakukan selama tahun anggaran. Laporan ini sangat penting dalam 

memberikan gambaran tentang seberapa efisien dan efektif pengelolaan anggaran 

daerah yang telah disusun oleh pemerintah daerah (Pemerintah Daerah, 2013). 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan (Milla, 2021).  

2.3.1 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran  

Tujuan laporan realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar 

penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah 

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara 

tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan 

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan 

eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.3.2 Dasar Hukum Laporan Realisasi Anggaran  

Pelaksanaan dan penyusunan LRA diatur dalam beberapa regulasi, 

antara lain : 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Dalam hal ini menegaskan bahwa APBN/APBD dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel serta dilaporkan melalui laporan keuangan 

pemerintah. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. Dalam hal ini mengatur kewajiban pemerintah menyusun 

laporan keuangan yang di dalamnya termasuk LRA. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengatur penyajian LRA 

sebagai salah satu laporan keuangan utama pemerintah. 

4. Permendagri Noor 64 Tahun 2013, yang mengatur penerapan SAP 

berbasis akrual pada pemerintah daerah. 

2.3.3 Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran  

1. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan 

menggunakan akuntansi berbasis kas. 

2. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh 

anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan 

Negara/daerah. 

3. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan 

laporan keuangan berbasis actual, tetap menyusun laporan realisasi 

anggaran yang berbasis kas. 
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2.3.4 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran  

Manfaat yang didapat dengan dibuatnya laporan realisasi anggaran 

adalah sebagai productive value, yang artinya informasi yang dijadikan 

gambaran untuk penyusunan perencanaan pembangunan dan alat proyeksi 

kebijakan keuangan dan sebagai feedback value, yang berarti informasi 

dijadikan sebagai bahan evaluasi manajemen.  

Menurut Nurfadillah (2018), laporan realisasi anggaran memberikan 

informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/deficit, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber 

daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 

anggaran, dengan : 

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

2. Memberikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan 

yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

3. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang bertujuan 

untuk memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima 

untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 

kedepannya dengan menyajikan laporan secara komparatif. 
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2.4 Realisasi Anggaran dan Deviasi Anggaran  

Realisasi anggaran menunjukkan tingkat pencapaian anggaran yang telah 

direncanakan. Deviasi anggaran dapat berupa selisih lebih atau selisih kurang 

realisasi terhadap anggaran yang disebabkan oleh faktor internal seperti 

perencanaan yang kurang tepat, atau faktor eksternal seperti perubahan kebijakan 

pemerintah (Alhabsi et al., 2023). 

Menurut Bastian (2017), realisasi anggaran yang ideal adalah yang 

mendekati target anggaran tanpa menimbulkan pemborosan atau ketidakefisienan. 

Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan kurang 

optimalnya pelaksanaan anggaran. 

2.5 Kinerja Keuangan Daerah  

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar 

dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General 

Acepted Accounting Principle) dan lainnya. 

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai 

informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak±pihak 

eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang 

memerlukan (Dien, et al, 2015). 
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Kinerja keuangan daerah adalah penilaian terhadap sejauh mana 

pemerintah daerah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan 

efisien. Kinerja keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara anggaran 

yang disusun dengan realisasinya, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran yang ada. Menurut Susanto (2018), kinerja keuangan 

daerah dapat dinilai melalui beberapa indikator, di antaranya adalah: 

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengukur kemampuan daerah 

dalam memperoleh pendapatan dari sumber-sumber internalnya. 

b. Rasio Belanja: Menilai seberapa besar anggaran yang dialokasikan 

untuk belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung. 

c. Rasio Pembiayaan: Mengukur sejauh mana pembiayaan dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. 

2.4.1 Pengukuran Kinerja 

Menurut Mahmudi (2019) pengukuran kinerja merupakan bagian 

dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat 

digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus 

terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 

Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk 

mengukur kinerja tingkat 3E, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value 

for money). Jika suatu aktivitas untuk memiliki ukuran kinerja, maka akan 

sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau 

gagal.  
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Menurut Sujarweni (2015) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja 

sektor publik antara lain: 

1. Dapat memperbaiki kinerja masa depan agar lebih baik dalam 

mencapai tujuan organisasi sektor public. 

2. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan 

misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan. 

3. Mewujudkan tanggung jawab public. 

4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan 

dan bawahan. 

5. Mengalokasikan sumber daya. 

6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara 

berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian 

strategis. 

7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas public. 

Menurut Sujarweni (2015) informasi yang digunakan untuk 

pengukuran kinerja, yaitu: 

1. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur 

berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut 

dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara 

kinerja actual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians 

secara garis besar berfokus pada varians pendapatan (revenue 

variance) dan varians pengeluaran (expenditure variance). Setelah 

dilakukan analisis varians, maka tahap selanjutnya yaitu identifikasi 
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sumber penyebab terjadiya varians dengan menelusuri varians tersebut 

hingga manajemen paling bawah. 

2. Informasi non finansial. Informasi non finansial dapat menambah 

keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik 

pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan 

oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. 

Metode Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja 

organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non finansial. 

Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik 

karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, 

tetapi juga aspek kualitatif dan non finansial. 

2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah tidak dilakukan 

secara bebas, melainkan harus mengikuti dasar hukum, regulasi, serta standar 

akuntansi pemerintahan yang berlaku. Regulasi tersebut menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi 

kinerja keuangan pemerintah. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

UU ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus 

dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab. Pasal 31 menjelaskan bahwa 

pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
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sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang menjadi dasar untuk 

mengukur kinerja keuangan. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. UU ini mengatur pelaksanaan APBN/APBD, 

pertanggungjawaban anggaran, serta kewajiban pemerintah 

menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, dan laporan lainnya. Penilaian kinerja 

keuangan dilakukan berdasarkan sejauh mana pelaksanaan anggaran 

sesuai rencana dan hasilnya dapat diukur. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan 

prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. 

Pada UU ini disebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat 

diukur melalui laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban 

kepala daerah. 

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan landasan utama 

penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. SAP 

mengatur komponen laporan keuangan pemerintah, termasuk LRA, 

LO, LPE, Neraca, LAK, dan CALK. Dalam konteks penilaian knerja 

keuangan, PP Nomor 71 tahun 2010 memberikan standar penyajian 

laporan keuangan yang memungkinkan dilakukannya analisis rasio 
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keuangan, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, 

dan rasio keserasian. 

5. Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis 

Akrual. Permendagri ini mewajibkan pemerintah daerah untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan 

keuangan. Hal ini penting karena keakuratan laporan keuangan 

sangat menentukan validitas penilaian kinerja keuangan daerah. 

6. Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Permendagri ini menjadi pedoman pelaksanaan 

siklus anggaran daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, hingga pelaporan. Dalam permendagri ini dijelaskan 

bahwa penilaian kinerja keuangan merupakan bagian dari evaluasi 

pelaksanaan anggaran. 

Menurut Sedarmayanti (2013) beberapa tujuan penilaian kinerja 

pegawai diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai.  

2. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya 

penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dah hasil kerja.  

3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal 

mungkin.  

4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antar atasan 

dan bawahan.  
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5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang 

kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja.  

6. Supaya karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga 

dapat memacu untuk berkembang.  

7. Hasil penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan 

pengembangan di bidang kepegawaian. 

2.4.3 Tahap-tahap Analisis Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2018) Ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu : 

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review dilakukan 

bertujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai 

dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia 

akuntansi, sehingga dipertanggungjawabkan. 

2. Melakukan perhitungan. Metode perhitungan disesuaikan dengan 

kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sengga hasil dari 

perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai 

dengan analisis yang diinginkan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah 

diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh kemudian 

dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai 

perusahaan lainnya. Metode umum yang digunakan untuk melakukan 

perbandingan ini ada dua yaitu: 
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a. Time Series Analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu 

atau antarperiode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara 

grafik.  

b. Cross Sectional Approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu 

perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang 

sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Hasil penggunaan 

kedua metode ini diharapkan nantinya dapat dibuat satu 

kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada 

dalam kondisi sangat baik, baik, sedang atau normal, tidak baik, 

dan sangat tidak baik. 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. Setelah dilakukan ketiga tahap tersebut 

selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan apa saja 

dan kendala-kendala yang di alami oleh perbankan tersebut.  

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. Tahap terakhir ini setelah ditemukan 

berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna 

memberikan suatu masukan agar apa yang menjadi kendala dan 

hambatan selama ini dapat terselesaikan. 

2.4.4 Rasio Keuangan  

Rasio keuangan merupakan angka-angka yang tercipta dari 

perbandingan suatu angka keuangan terhadap angka keuangan lainnya. Angka 
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tersebut dimunculkan dalam laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba 

rugi, dan catatan tambahan tentang laporan keuangan. Hasil dari rasio 

keuangan dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja 

manajemen selama periode waktu tertentu dan melakukan evaluasi efektivitas 

manajemen dalam menjamin akuntabilitas sumber daya perusahaan. Rasio 

keuangan adalah upaya yang dilakukan dalam membandingkan angka yang 

terdapat pada laporan keuangan dengan membagi suatu angka dengan angka 

yang lainnya (Darmawan, 2020). 

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat juga 

dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu 

pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat 

ataupun potensi daerahnya relative sama untuk dilihat posisi rasio keuangan 

pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Menurut 

Halim (2012), terdapat beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan 

rasio keuangan APBD yaitu DPRD, Pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat 

ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor. 

Beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu 

dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang 

dapat digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas 

PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio 

pertumbuhan. 
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1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal 

semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian 

maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen 

utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus untuk 

menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Sumber : Karina (2019) 

2. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli 

daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan kemampuan 

daerah yang semakin baik. Adapun rumus untuk menghitung Rasio 

Efektivitas, sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Karina (2019) 

 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑥 100% 
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Adapun beberapa kriteria pengukuran efektivitas, adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas 

Kriteria Efektivitas Persentase 

Sangat Efektif >100% 

Efektif 90-100% 

Cukup Efektif 80-90% 

Kurang Efektif 60-80% 

Tidak Efektif <60% 

Sumber : Zainuddin (2019) 

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan 

pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau 

dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah 

berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio 

efisiensi menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam 

melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Adapun rumus untuk menghitung efisiensi sebagai berikut: 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 

Sumber: Karina (2019) 
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Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja 

Kriteria Efisiensi Belanja Persentase 

Sangat efisien <60% 

Efisien 60-80% 

Cukup efisien 81-90% 

Kurang efisien 91-100% 

Tidak efisien >100% 

Sumber : Pujiastuti (2020) 

4. Rasio Keserasian 

Menurut Halim (2012) rasio keserasian menggambarkan bagaimana 

pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja 

rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi 

presentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan 

untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat 

cendering semakin kecil. Adapun 2 perhitungan dalam rasio 

keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja 

Modal. 

a. Rasio Belanja Operasi  

Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi 

dengan total belanja daerah. Menurut Prasetya (2019) rasio ini 

menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi 

belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja 

operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi 

dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan 

dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya 
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proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 

antara 60-90%. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rasio Belanja Operasi =
Total Belanja Operasi

Total Belanja Daerah
x 100% 

Sumber : Prasetya, 2019 

b. Rasio Belanja Modal 

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan anatar total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Menurut 

Prasetya (2019) rasio ini dapat diketahui dengan porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja 

modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal 

memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga 

bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja kodal dengan 

belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanaj modal ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rasio Belanja Modal =
Total Belanja Modal

Total Belanja Daerah
x 100% 

Sumber : Prasetya, 2019 

5. Rasio Pertumbuhan 

Menurut Prasetya (2019) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk 

mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran 

bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD 

nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Diharapkan 
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pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya 

meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka 

hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan 

pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan 

sebagai berikut: 

 

Rasio Pertumbuhan PAD =
Realisasi Penerimaan PAD Xn − Xn − 1

Realisasi Penerimaan Xn − 1
x 100% 

 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan =
Realisasi Pendapatan Xn−Xn−1

Realisasi Pendapatan Xn−1
x 100%  

 

 

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi =
Realisasi Belanja Operasi Xn−Xn−1

Realisasi Belanja Operasi Xn−1
x 100%  

 

 

Rasio Belanja Modal =
Realisasi Belanja Modal Xn−Xn−1

Realisasi Belanja Modal Xn−1
x 100%  

 Sumber : Karina, 2019 

Keterangan : 

Xn  : Tahun yang dihitung 

Xn-1 : Tahun sebelumnya 

 

2.6 Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dengan Penilaian Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen 

utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi 
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mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode 

anggaran. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, LRA berfungsi untuk menilai kinerja pelaksanaan APBD, terutama 

dari aspek efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, serta kesesuaian antara 

rencana dan realisasi anggaran. 

Analisis terhadap LRA menjadi sangat penting dalam mengukur kinerja 

keuangan pemerintah daerah karena sebagian besar indikator kinerja keuangan 

bersumber langsung dari data yang disajikan dalam LRA. Mahmudi (2019) 

menjelaskan bahwa rasio-rasio seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio 

keserasian, dan rasio kemandirian dikalkulasi berdasarkan informasi yang terdapat 

pada LRA. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas evaluasi kinerja keuangan sangat 

bergantung pada akurasi dan kelengkapan data pada LRA. 

Analisis LRA memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah 

mampu untuk merealisasikan pendapatan sesuai target, menggunakan belanja 

secara efisien, menentukan prioritas belanja yang serasi, dan mengelola 

ketergantungan fiskal. 

Dengan demikian, hubungan antara analisis LRA dan penilaian kinerja 

keuangan bersifat langsung dan integral. LRA berperan sebagai data utama yang 

menjadi dasar perhitungan rasio kinerja keuangan yang menggambarkan kualitas 

pengelolaan APBD. Tanpa analisis mendalam terhadap LRA, kinerja keuangan 

pemerintah daerah tidak dapat dinilai secara objektif, komprehensif, dan terukur 

(Mahsun (2016); Mahmudi (2019)). 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2024) tentang Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Majene. Metode penelitian pada penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah rasio efisiensi 

dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas 

realisasi anggaran mencapai 94% pada tahun 2019-2023 yang berada pada 

kategori efektif. Tingkat efisiensi anggaran menunjukkan hasil sangat efisien yaitu 

94%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2024) tentang Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Liukang 

Kalmas Kab. Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif 

yang bersifat deskriptif dengan melakukan analisis terhadap realisasi anggaran 

kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tingkat efisieni keuangan kantor Camat Liukang Kalmas berada pada 

tingkat kurang efisien dimana tingkat efisiensi yang diperoleh selama 5 tahun 

berturut semuanya berada dalam kategori 90-100%. Dan rasio efektivitas kinerja 

kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep sudah termasuk baik dimana 

persentase efektivitasnya 100% keatas setiap tahunnya, sehingga dapat diartikan 

sangat efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fasha (2023) tentang Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota 

Samarinda 2017-2020. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
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deskriptif kuantitatif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Samarinda mengenai analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan 

sudah mencapai target, termasuk dalam kategori sangat efektif hal ini diketahui 

dari lebih besarnya jumlah yang terealisasi dengan dana yang dianggarkan. 

Sedangkan kinerja belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda dinilai sangat eisin 

dikarenakan mampu melakukan penghematan anggaran. Hal ini terjadi dari 

adanya tingkat dan kriteria yang ditentukan serta sesuai target yang dicapai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Atiqah (2021) tentang Analisis Kinerja 

Pendapatan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian 

Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah deskriptif dengan membuat deskripsi permasalahan yang 

telah diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis varian 

pendapatan dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif 

derajat desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan 

sangat efektif. Sedangkan analisis varian belanja  dapat dikategorikan baik, 

analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai cukup efisien. 

Dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan 

Daerah terhadap PSAP 02 terdapat 14 paragraf yang sesuai dan 3 paragraf belum 

sesuai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (2018) tentang Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Enrekang. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektif 

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah 

kabupaten Enrekang. Hasil pada penelitian ini menunjukkan kinerja pendapatan 

belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif dimana dapat 

dilihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. 

Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai mampu 

menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal tersebut terlihat dari tidak 

adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2019) tentang Analisis 

Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan alat analsis berupa rasio keuangan efisiensi dan 

efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas dari tahun 2015-

2017 yaitu 93,42% yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kota 

Makassar tidak efektif dan dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Kota Makassar 

yaitu efisien karena memiliki rasio 97,71%. 
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Tabel 2.3 Peneliti Sebelumnya 

 
No

. 

Judul, Nama 

Peneliti, Tahun 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbandingan 

Persamaan Perbedaan 

1. Analisis Laporan 

Realisasi 
Anggaran untuk 

Menilai Kinerja 

Keuangan 
Kantor Camat 

Liukang Kalmas 

Kab. Pangkep, 
Rahmah, 2024. 

Metode 

penelitian pada 
penelitian ini 

adalah deskriptif 

kuantitatif. 
Analisis data 

yang digunakan 

adalah rasio 
efisiensi dan 

rasio efektivitas.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 
bahwa tingkat 

efektifitas realisasi 

anggaran mencapai 
94% pada tahn 

2019-2023 yang 

berada pada 
kategori efektif. 

Tingkat efisiensi 

anggaran 

menunjukkan hasil 
sangat efisien yaitu 

94%. 

Tentang 

analisis 
laporan 

realisasi 

anggaran 
untuk 

menilai 

kinerja 
keuangan 

Lokasi, 

waktu, dan 
tahun 

penelitian 

serta 
rentang 

tahun 

analisis 
yang 

digunakan 

yaitu 2019-

2023 

2. Analisis Laporan 
Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 
pada Pemerintah 

Kota Samarinda 

2017-2020, 
Fasha, 2022. 

Penelitian ini 
menggunakan 

metode deskriptif 

kuantitatif pada 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah Kota 
Samarinda 

mengenai analisis 

laporan realisasi 

anggaran 
pendapatan dan 

belanja daerah 

(APBD) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 

bahwa kinerja 

pendapatan sudah 

mencapai target, 
termasuk dalam 

kategori sangat 

efektif hal ini 
diketahui dari lebih 

besarnya jumlah 

yang terealisasi 

dengan dana yang 
dianggarkan. 

Sedangkan kinerja 

belanja Pemerintah 
Daerah Kota 

Samarinda dinilai 

sangat eisin 
dikarenakan 

mampu melakukan 

penghematan 

anggaran. Hal ini 
terjadi dari adanya 

tingkat dan kriteria 

yang ditentukan 
serta sesuai target 

yang dicapai. 

 
 

 

 

Rasio yang 
digunakan 

dalam 

analisis 

laporan 
realisasi 

anggaran 

berupa 
rasio 

efektivitas 

dan 

efisiensi. 
Rentang 

waktu 

dilakukan 
analisis 

selama 3 

tahun. 

Lokasi, 
waktu, dan 

tahun 

penelitian 

serta 
rentang 

tahun yang 

dianalisis 
yaitu 2017-

2020. 
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Tabel 2.3 Lanjutan 

3. Analisis Kinerja 

Pendapatan 
Belanja Daerah 

dalam Laporan 

Realisasi 

Anggaran dan 
Kesesuaian 

Penyajian 

Laporan 
Terhadap PSAP 

02 pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 
Aset Daerah 

Kebupaten Deli 

Serdang Tahun 
2017-2020, 

Atiqah, 2021. 

Metode yang 

digunakan dalam 
penelitian ini 

adalah metode 

deskriptif dengan 

menganalisis 
varian 

pendapatan, 

analisis 
pertumbuhan 

pendapatan, rasio 

efektivitas PAD, 

analisis efisiensi 
dan kesesuaian 

penyajian laporan 

terhadap PSAP 
02 

Hasil 

penelitian 
menunjukkan 

bahwa analisis 

varian pendapatan 

dikategorikan baik, 
analisis 

pertumbuhan 

pendapatan dinilai 
positif derajat 

desentralisasi 

dinilai kurang baik, 

rasio efektivitas 
PAD menunjukkan 

sangat efektif. 

Sedangkan analisis 
varian belanja  

dapat dikategorikan 

baik, analisis 
keserasian belanja 

menunjukkan 

belanja operasi 

dinilai cukup 
efisien. Dan 

kesesuaian 

penyajian laporan 
realisasi anggaran 

pada Badan 

Keuangan Daerah 
terhadap PSAP 02 

terdapat 14 

paragraf yang 

sesuai dan 3 
paragraf belum 

sesuai. 

Analisis 

laporan 
realisasi 

anggaran 

berupa 

rasio 
efektivitas 

dan 

efisiensi 

Lokasi, 

waktu dan 
tahun 

penelitian 

serta 

variabel 
kesesuaian 

penyajian 

laporan 
terhadap 

PSAP 02 

dan juga 

beberapa 
analisis lain 

yang 

digunakan 
dalam 

penelitian 

ini selain 
rasio 

efektivitas 

dan 

efisiensi 

4. Analisis Laporan 
Realisasi 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 
pada Pemerintah 

Daerah Kab. 

Enrekang, 
Rusdi, 2018. 

Penelitian ini 
menggunakan 

metode deskriptif 

kuantitatif 

dengan teknik 
dokumenter, 

survey dan 

observasi 

Hasil pada 
penelitian ini 

menunjukkan 

kinerja pendapatan 

belum mencapai 
target namun 

termasuk dalam 

kategori efektif 
dimana dapat 

dilihat dari lebih 

kecilnya jumlah 

yang terealisasi 
dengan yang  

Rasio 
analisis 

laporan 

realisasi 

anggaran 
menggunak

an rasio 

efisiensi 
dan 

efektivitas. 

Lokasi 
penelitian, 

waktu, dan 

tahun 

penelitian 
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Tabel 2.3 Lanjutan 

   dianggarkan. 

Sedangkan kinerja 
belanja pemerintah 

daerah Kab. 

Enrekang dinilai 

mampu menghemat 
anggaran belanja 

dengan sangat 

efisien. Hal 
tersebut terlihat 

dari tidak adanya 

angka realisasi 

yang melebihi 
anggaran belanja 

yang ditargetkan. 

  

5. Analisis 
Realisasi 

Anggaran untuk 

Menilai 

Efektivitas dan 
Efisiensi Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Kota 
Makassar, 

Zainuddin, 2019  

Metode 
penelitian pada 

penelitian ini 

adalah deskriptif 

kuantitatif. 
Analisis yang 

digunakan rasio 

efisiensi dan 
efektivitas 

Rasio efektifitas 
dari tahun 2015-

2017 yaitu 93,42% 

yang menunjukkan 

kinerja keuangan 
pemerintah Kota 

Makassar tidak 

efektif dan dari segi 
efisiensi kinerja 

Pemerintah Kota 

Makassar yaitu 
efisien karena 

memiliki rasio 

97,71%. 

Rasio 
analisis 

realisasi 

anggaran 

menggunak
an rasio 

efisiensi 

dan 
efektivitas. 

Lokasi, 
waktu, 

tahun 

penelitian 

serta 
rentang 

tahun 

pelaporan 
yang 

digunakan 

Sumber : Data diolah 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 

No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal 

ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan 

nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam 

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara 
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kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.  

1. Hubungan Rasio efektivitas dengan Kinerja Keuangan 

Rasio efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa 

efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan, di mana pada konteks pemerintahan daerah tujuan tersebut 

diwujudkan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) maupun 

pendapatan lainnya. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin tinggi pula 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan 

yang telah direncanakan. 

Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana target pendapatan 

daerah berhasil direalisasikan. Jika realisasi pendapatan mendekati atau 

melebihi target, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu 

merencanakan dan mengelola potensi pendapatannya dengan baik. Artinya 

tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang baik 

dalam aspek pendapatan, karena daerah dapat menjalankan fungsinya dalam 

menggali sumber pendapatan dan merealisasikannya secara optimal. 

Sebaliknya, efektivitas yang rendah menunjukkan kinerja keuangan yang 

lemah, karena target tidak tercapai, yang bisa berdampak pada pembiayaan 

program dan pelayanan publik.  
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Dengan demikian, rasio efektivitas memiliki hubungan yang signifikan 

dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap rasio ini 

membantu memberikan gambaran mengenai keberhasilan implementasi 

kebijakan pendapatan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah dalam 

menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

analisis efektivitas menjadi salah satu unsur utama untuk menilai kesehatan 

keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif (Mahsun, 2016; 

Mahmudi, 2019). 

2. Hubungan Rasio efisiensi dengan Kinerja Keuangan 

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai 

kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 

dengan penggunaan anggaran yang hemat, tepat, dan tidak melebihi batas yang 

telah direncanakan. Menurut Mahmudi (2019), efisiensi menunjukkan seberapa 

besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Pada 

konteks pemerintah daerah, efisiensi dievaluasi dari kemampuan pemerintah 

mengendalikan belanja agar tidak melebihi realisasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Rasio efisiensi menunjukkan seberapa hemat dan optimal pemerintah 

dalam menggunakan anggaran belanja terhadap pendapatan yang dimiliki. Jika 

belanja dapat direalisasikan secara efisien tanpa pemborosan, maka daerah 

menunjukkan kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung 

jawab. Hal ini berarti tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan kinerja 

keuangan yang sehat dalam aspek pengeluaran, karena anggaran digunakan 
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sesuai prioritas, tidak berlebihan, dan tetap menghasilkan output pelayanan 

publik. Sebaliknya, tingkat efisiensi yang rendah menunjukkan pemborosan 

atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, yang berarti kinerja 

keuangan kurang baik. 

Dalam perspektif kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio efisiensi 

memiliki hubungan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan efisiensi 

menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola anggaran untuk mencapai 

tujuan pembangunan dengan penggunaan biaya seminimal mungkin, namun 

tetap menghasilkan output yang maksimal. Tingkat efisiensi yang baik 

menggambarkan bahwa pemerintah mampu menghindari pemborosan 

anggaran, mengelola kegiatan sesuai prinsip value for money, dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa peningkatan biaya yang tidak 

proporsional. 

Sebaliknya, apabila rasio efisiensi menunjukkan angka yang tinggi atau 

jauh dari standar efisien, maka kondisi tersebut menandakan adanya inefisiensi 

pada pengelolaan belanja daerah. Inefisiensi dapat terjadi akibat berbagai 

faktor seperti perencanaan anggaran yang kurang baik, pembengkakan biaya 

(cost overrun), pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, hingga lemahnya 

pengawasan internal. 

Analisis rasio efisiensi menjadi penting untuk menilai apakah realisasi 

belanja daerah telah dilakukan secara ekonomis dan sesuai kebutuhan 

pembangunan. Belanja yang besar tidak selalu mencerminkan kinerja yang 

baik apabila tidak diiringi dengan penggunaan yang efisien. Rasio efisiensi 
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yang rendah menunjukkan bahwa daerah mampu mengendalikan belanja dan 

memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk hasil yang optimal. Hal ini tentu 

mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. 

Dengan demikian, rasio efisiensi memiliki hubungan yang sangat erat 

dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap rasio ini 

memberikan gambaran mengenai manajemen anggaran pemerintah dalam 

aspek penghematan, optimasi penggunaan sumber daya, serta kemampuan 

menghindari pemborosan. Rasio efisiensi menjadi komponen penting dalam 

penilaian kinerja keuangan daerah secara menyeluruh (Mahsun, 2016; 

Mahmudi, 2019). 

Kerangka pemikiran ini sebagai konsep untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti 

berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah. Secara 

sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

  

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

Laporan Realisasi 

Anggaran 

Efisiensi Efektifitas 

Kinerja Keuangan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

format deskriptif. Penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel 

yang timbul dari masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang 

terjadi. Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan 

pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disajikan dalam bentuk angka. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu kantor 

BPKD Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan salah satu kantor pengelolaan 

keuangan pemerintah kabupaten Aceh Barat yang berlokasi di jalan Gajah Mada 

Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. 

Waktu penelitian yang dilakukan membutuhkan kurang lebih 2 (dua) bulan 

(disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1   Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka. 
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3.3.2   Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau 

pihak pertama. Data ini dikumpulkan secara khusus bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil 

dari observasi atau pengamatan langsung dari kejadian, kegiatan, 

maupun hasil pengujian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Peneliti menggunakan data 

sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah 

diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti 

laporan realisasi anggaran, data lain yang diperlukan dalam penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tinjauan pustaka (library research). Tinjauan pustaka dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada 

berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta 

mengakses webiste dan situs-situs yang menyediakan informasi yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 
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2. Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini 

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan melakukan 

wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten terhadap data 

yang diperlukan serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan 

masalah penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam 

mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara 

objektif, menilai atau mengukur fenomena yang akan diamati. Instrumen yang 

akan digunakan dalam riset ini yaitu studi pustaka dan dokumentasi lapangan pada 

laporan keuangan BPKD Kabupaten Aceh Barat yaitu Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) tahun 2022-2024.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam 

mengelola hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

1. Analisis Deskriptif 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti. 

2. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

menggunakan realisasi anggaran, artinya data yang diperoleh di lapangan 

diolah dengan sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, 
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faktual dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Teknik analisis 

deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara: 

a. Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran 

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau 

dengan istilah lain output/unit input. Output merupakan realisasi 

biaya untuk mempeleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah 

belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah 

dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat 

perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi 

anggaran pendapatan. Rumus Pengukuran kinerjanya adalah 

sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑂𝑢𝑝𝑢𝑡 (𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷)

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷)
 𝑥 100% 

 

Semakin kecil nilai rasio efisiensi mengindikasikan semakin besar 

efisiensi dari realisasi pendapatan suatu daerah terhadap biaya 

perolehan PAD yang mengindikasikan kinerja yang efisien. Rasio 

efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja 

Kriteria Efisiensi Belanja Persentase 

Sangat efisien <60% 

Efisien 60-80% 

Cukup efisien 81-90% 

Kurang efisien 91-100% 

Tidak efisien >100% 

Sumber : Zainuddin (2019) 
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b. Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran 

Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, 

program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang 

dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Efektivitas 

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor 

publik sehingga kegiatan dikatakan efektif jika memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang 

merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep 

efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang 

seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. 

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan 

atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Rasio 

efektivitas ulsebagai berikut: 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

 

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat 

dilihatdari perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan 

target anggaran belanja. Standar efektivitas ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas  

Kriteria Efektivitas Belanja Persentase 

Sangat efektif >100% 

Efektif 90-100% 

Cukup efektif 80-90% 

Kurang efektif 60-80% 

Tidak efektif <60% 

Sumber : Zainuddin (2019)
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh 

yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Kabupaten ini memiliki peran 

strategis dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan 

wilayah Barat Aceh. Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai 

berikut:  

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya 

- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya 

- Sebelah Selatan: Kabupaten Nagan Raya 

- Sebelah Barat : Samudra Hindia 

Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari daerah pesisir, 

dataran rendah, hingga perbukitan. Kemudian Ibu kota Kabupaten Aceh Barat 

adalah Meulaboh, yang juga menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan 

pendidikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta didukung 

oleh perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, Badan-badan 

daerah, Kecamatan dan gampong. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip 

“otonomi daerah” dan kekhususan Aceh sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk: 
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1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan 

berwibawa 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

3. Mengembangkan potensi ekonomi daerah 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik 

5. Melestarikan nilai-nilai keislaman dan budaya Aceh 

Kondisi Sosial dan Budayanya, saat ini masyarakat Aceh Barat 

menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, syariat Islam, dan kearifan lokal. 

Kehidupan sosial masyarakat masih kuat dengan budaya gotong royong dan 

musyawarah. serta memiliki Potensi Daerah dibidang perikanan dan kelautan, 

pertanian dan perkebunan, pertambagan dan energi, pariwisata alam dan budaya 

serta pendidikan dan jasa. 

 

4.1.2 Sejarah BPKD Kabupaten Aceh Barat 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat 

merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan 

keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKD 

berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang 

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat mendukung 

pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. BPKD Kabupaten Aceh 

Barat berlokasi di Jl. Gajah Mada Komplek Kantor Bupati, Gampong Drien 

Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.  
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BPKD Kabupaten Aceh Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas 

BPKD berpedoman pada: Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun dan 

Peraturan Bupati Aceh Barat yang mengatur organisasi dan tata kerja perangkat 

daerah 

BPKD Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas pokok: 

1. Mengelola keuangan daerah 

2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK 

3. Melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah 

4. Mengelola kas daerah dan aset daerah 

5. Membina dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan pada perangkat 

daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKD menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah 

2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

3. Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah 

4. Penyusunan laporan keuangan daerah 

5. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah 

6. Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan perangkat daerah. 

Dalam penyelenggaraannya BPKD memiliki Visi yaitu Terwujudnya 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat yang transparan, akuntabel, 

dan profesional. serta memiliki Misi sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah 

2. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan 

akuntabel 

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang keuangan daerah 

4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

4.1.3 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Aceh Barat 

 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan instansi 

pemerintah yang bertugas untuk mengurus keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat, bertugas mengelola APBK, penyusunan laporan keuangan, dan asistensi 

teknis terkait keuangan untuk SKPK di wilayahnya, dengan kantor pusat di 

Kabupaten Aceh Barat. BPKD memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, termasuk 

pengelolaan APBK, penyusunan laporan keuangan, dan pembinaan keuangan 

daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka diperlukan sistem organisasi 

dan manajemen yang sangat baik. Struktur organisasi BPKD Kabupaten Aceh 

Barat antara lain: 

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

2. Sekretaris, terdiri dari Kasubbag Umum, Analis Keuangan Pusat dan 

Daerah Ahli Muda, dan Perencana Ahli Muda. 

3. Bidang-bidang Utama, terdiri dari : 

a. Bidang Pendapatan 

b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 
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c. Bidang Perbendaharaan Daerah 

d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  

4. Pejabat Fungsional dan Staf Teknis, yang terdiri dari : 

a. Penilai Pemerintah Ahli Muda 

b. Analis Keuangan Puusat dan Daerah Ahli Muda 

c. Analis Kebijakan Ahli Muda 

Berikut ini merupakan bagan/struktur organisasi yang terdapat pada BPKD 

Kabupaten Aceh Barat. 

 

Gambar 4.1 Struktuk Organisasi BPKD Aceh Barat 
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4.2 Hasil Penelitian 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan 

akuntabilitas yaitu bagaimana cara pemerintah daerah khususnya memberikan 

pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun dianggaran. Upaya meningkatkan 

kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Dan 

pengukuran kinerja keuangan ini lebih fokus pada perhitungan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) yang ada dengan menggunakan beberapa perhitungan analisis 

rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintah tidaklah sama dengan 

perhitungan dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi perusahaan, 

adapun analisis rasio yang digunakan yaitu rasio efekivitas, rasio efisiensi, rasio 

keserasian belanja dan rasio varians belanja sesuai dengan analisis yang 

digunakan, maka data yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan BPKD 

Kabupaten Aceh Barat. Laporan keuangan yang peneliti gunakan berupa Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) selama tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2024. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Pemerintah  

Kabupaten Aceh Barat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai 

kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang pungung 

penyelenggaraan pemerintah. 
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4.2.1 Hasil Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh  Barat 

Laporan Realisasi Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-

2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.1  Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024 

Tahun 
Pendapatan Belanja 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2022 1.272.590.146.832,34 1.329.776.515.550,65 1.381.559.675.657,21 1.330.736.825.406,15 

2023 1.361.137.805.877,00 1.351.975.407.387,50 1.456.397.024.846,37 1.355.619.103.188,43 

2024 1.437.406.036.168,00 1.611.087.820.605,88 1.662.230.194.336,44 1.575.087.638.450,08 

Sumber : Laporan BPKD Kabupaten Aceh Barat (Data diolah 2026) 

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa dalam setiap tahun penggunaan anggaran 

pada instansi khususnya Bappeda Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi 

dapat dikatakan pasang suruh atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik 

ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari 

pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja 

keuangan yang ada pada instansi. 

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada 

tahun 2024 sebesar Rp 1.437.406.036.168,00 dan Rp 1.611.087.820.605,88. Dari 

tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap 

tahunnya. Sedangkan untuk belanja daerah terjadi peningkatan pada tahun 2024 

yaitu sebesar Rp 1.662.230.194.336,44 anggarannya, dan untuk relaisasi belanja 

daerah jumlah anggarannya sebesar Rp . 1.575.087.638.450,08. 

Jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 1.272.590.146.832,34 

dengan persentase realisasi sebesar 104,49%, dengan jumlah belanja daerah yang 

terealisasi sebesar Rp 1.330.736.825.406,15. Jumlah anggaran pada tahun 2023 
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sebesar Rp 1.361.137.805.877,00 dengan persentase realisasi sebesar 99,33%, 

dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 1.355.619.103.188,43. Jumlah 

anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 1.437.406.036.168,00 dengan persentase 

realisasi sebesar 112,08%, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 

1.575.087.638.450,08. 

4.2.2 Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

Tahun 2022-2024 
 

Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran 

belanja langsung dengan realiasi anggaran pendapatan dan juga untuk melihat 

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mana 

semakin besar rasio maka semakin tidak efisien dan sebaliknya semakin kecil 

rasio maka semakin efisien kinerja pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, 

kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut: 

a. Sangat efisien : Kurang dari 60% 

b. Efisien  : 60 - 80% 

c. Cukup efisien : 81 - 90% 

d. Kurang efisien : 91 - 100% 

e. Tidak efisien : lebih dari 100% 

Rumus dan hasil perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut: 

Rasio Efisiensi =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100%  

Tahun 2022 

Rasio Efisiensi =
1.330.736.825.406,15

1.329.776.515.550,65
x 100%  
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= 100,07% 

Tahun 2023 

Rasio Efisiensi =
1.355.619.103.188,43

1.351.975.407.387,50
x 100%  

= 100,27% 

Tahun 2024 

Rasio Efisiensi =
1.575.087.638.450,08

1.611.087.820.605,88
x 100%  

= 97,77% 

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi, maka 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2024 

Tahun Realisasi Anggaran 

Belanja 

Realisasi Anggaran 

Pendapatan 

Rasio 

Efisiensi 

Ket 

2022 Rp 1.330.736.825.406,15 Rp 1.329.776.515.550,65 100,07% Tidak 

Efisien 

2023 Rp 1.355.619.103.188,43 Rp 1.351.975.407.387,50 100,27% Tidak 

Efisien 

2024 Rp 1.575.087.638.450,08 Rp. 1.611.087.820.605,88 97,77% Kurang 

Efisien 

Sumber : Data Hasil Olahan 

Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tahun 2022 

rasio efisiensi sebesar 100,07% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien 

karena berada di antara 91 sampai dengan 100%. Hal ini disebabkan karena 

belanja pemerintah cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

sementara pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil, mengindikasikan sedikit 

kekurangan efisiensi. Pada tahun 2023, rasio efisien mengalami peningkatan lagi 

sebesar 0,20% menjadi 100,27% yang termasuk dalam kriteria kurang tidak 
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efisien karena berada pada rentang lebih dari 100%, yang menunjukkan belanja 

pemerintah masih cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

sementara pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil yang mengindikasikan 

terjadinya kekurangan efisiensi.  

Tahun 2024, rasio efisien mengalami penurunan sebesar 2,5% menjadi 

97,77% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien karena berada di antara 91% 

sampai dengan 100% yang disebabkan usaha pemerintah dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah sementara pendapatan masih belum sepenuhnya 

stabil yang mengindikasikan sedikit kekurangan efisiensi. Secara keseluruhan, 

efisiensi anggaran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dinamis dan kebijakan 

fiskal pemerintah yang beradaptasi dengan kebutuhan pemulihan ekonomi dan 

pembangunan jangka panjang.  

Berdasarkan hasil uji rasio efisiensi rata-rata selama tiga tahun anggaran 

2022-2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berada pada tingkat efisiensi yang 

dapat dikatakan kurang efisien sampai dengan tidak efisien. Ini menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil mengelola 

anggaran dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Meskipun ada fluktuasi dari 

tahun ke tahun, dengan beberapa tahun menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi 

atau lebih rendah, angka rata-rata rasio efisiensi anggaran menunjukkan upaya 

yang cukup stabil dalam mengelola perbandingan antara belanja dan pendapatan. 

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil menjaga anggaran 

agar tetap efisien dalam skala yang wajar meskipun ada tantangan ekonomi dan 

peningkatan pengeluaran yang diperlukan. Namun, rasio tersebut juga 



63 
 

 
 

menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal menjaga 

keseimbangan antara belanja dan pendapatan agar lebih efisien di masa 

mendatang.  

Total Rasio Efisiensi =
4.261.443.567.045

4.292.839.743.544
x 100% 

= 99,27% 

4.2.3 Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat Tahun 2022-2024 
 

Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). 

Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah 

berjalan secara efektif dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan 

keuangan dengan cara melihat perbandingan antara realisasi pendapatan dengan 

anggaran pendapatan.  

a. Sangat efektif : lebih dari 100% 

b. Efektif  : 90 - 10% 

c. Cukup efektif : 80 - 90% 

d. Kurang efektif : 60 - 80% 

e. Tidak efektif : dibawah 60% 

Rumus dan hasil perhitungan rasio efektivitas dari tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2024, sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 

Tahun 2022 
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Rasio Efektivitas =
1.329.776.515.550,65

1.272.590.146.832,34
𝑥 100% 

    = 104,49% 

Tahun 2023 

Rasio Efektivitas =
1.351.975.407.387,50

1.361.137.805.877,00
𝑥 100% 

    = 99,33% 

Tahun 2024 

Rasio Efektivitas =
1.611.087.820.605,88

1.437.406.036.168,00
𝑥 100% 

    = 112,08% 

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efektivitas, maka 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2024 

Tahun Anggaran Realisasi Rasio 

Efektivitas 

Ket 

2022 1.272.590.146.832,34 1.329.776.515.550,65 104,49% 
Sangat 

Efektif 

2023 1.361.137.805.877,00 1.351.975.407.387,50 99,33% Efektif 

2024 1.437.406.036.168,00 1.611.087.820.605,88 112,08% 
Sangat 

Efektif 

Sumber : Data Diolah, 2025 

Tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 

2022-2024 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat terus mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan 

dan penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2022 tingkat efektivitas dari 

anggaran pendapatan daerah berada pada persentase 104,49% yang menunjukkan 
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kinerja sangat efektif. Dengan tingkat efektivitas 104,49%, Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat mampu melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan yang 

direncanakan. Realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan perencanaan 

yang matang dan pelaksanaan yang relatif baik. 

Tahun 2023 mengalami penurunan efektivitas menjadi 99,33%. Meskipun 

masih dalam kategori cukup efektif, penurunan ini mengindikasikan adanya 

hambatan dalam pelaksanaan anggaran, baik dari sisi administrasi, teknis 

pengadaan, atau penyesuaian prioritas kegiatan. Penurunan efektivitas ini perlu 

menjadi perhatian yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi 

ekonomi global, penurunan aktivitas sektor-sektor pendapatan utama, atau 

kebijakan fiskal yang kurang optimal pada tahun tersebut, sehingga anggaran 

tidak tercapai sesuai harapan. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala 

dalam pelaksanaan anggaran, baik dari aspek administratif, teknis, maupun faktor 

eksternal seperti dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal, sehingga realisasi 

pendapatan tidak sepenuhnya mencapai target. 

Tahun 2024 menunjukkan perbaikan efektivitas menjadi 112,08% dari 

tahun 2023 dan 2022. Kinerja ini kembali mendekati kategori sangat efektif, 

bahkan melebihi capaian pada tahun 2022. Peningkatan ini menandakan perbaikan 

dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran setelah penurunan 

yang terjadi pada 2023. Pemerintah daerah mampu meningkatkan serapan 

anggaran dan memperbaiki efektivitas pengelolaan program. Dengan demikian, 

perubahan setiap tahun ini menunjukkan dinamika ekonomi yang selalu berubah 

dan pengaruh kebijakan yang ditetapkan.  
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Meskipun begitu, dari tahun 2022-2024 tingkat efektivitas dilihat bahwa 

meskipun terdapat tantangan dalam beberapa tahun, Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat berhasil menjalankan anggaran dengan cukup baik dalam periode tersebut. 

Hal ini juga mencerminkan adanya upaya yang harus terus dilakukan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan mengelola anggaran 

dengan lebih optimal, meskipun menghadapi dinamika ekonomi yang berubah-

ubah. 

Total Rasio Efektivitas =
4.292.839.743.544

4.071.133.988.877
𝑥 100% 

= 105,45%  

4.2.4 Analisis Hasil Penelitian 
 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi perincian tentang anggaran 

entitas pelaporan serta realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-

LRA, dan pembiayaan. Pengguna laporan dapat menggunakan data ini untuk 

menilai keputusan yang dibuat tentang distribusi pendanaan, akuntabilitas, dan 

kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan total realisasi anggaran, yang 

membantu dalam menilai kinerja pemerintah dalam efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. 

Ringkasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat 

No. Analisis Kinerja Keuangan Hasil Penelitian Keterangan 

1. Rasio Efisiensi Belanja 99,27% Kurang Efisien 
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2. Rasio Efektivitas Belanja 105,45% Sangat Efektif 

Sumber : Data Hasil Olahan 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari 

Rasio Efisiensi  
 

Penilaian analisis efisiensi dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat sudah melakukan penggunaan anggaran yang kurang efisien sampai 

dengan tidak efisien. Hal ini dibuktikan dengan persentase selama tiga tahun yang 

melebihi anggaran pendapatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

dengan realisasi anggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan daerah. Dalam 

hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kurang efisien 

dalam realisasi anggaran belanja daerah. 

Nilai efisiensi sebesar 97,77% pada tahun 2024 menandakan bahwa 

realisasi belanja hampir menyamai pendapatan. Artinya meskipun tidak jauh 

melampaui pendapatan, belanja daerah relatif tinggi dibandingkan kemampuan 

pendapatan, yang menunjukkan potensi pemborosan atau penggunaan anggaran 

tanpa optimalisasi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio efisiensi 

diatas 100% menunjukkan belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan 

daerah yang menandakan penggunaan anggaran tanpa optimalisasi. 

Ketidakefisienan belanja dapat menjadi beban pada fiskal daerah, terutama 

jika realisasi belanja lebih besar dari pendapatan. Kondisi ini bisa menyebabkan 

defisit APBD atau tekanan likuiditas jika tidak diimbangi oleh penerimaan lain 

atau pinjaman. Selain itu, efisiensi pengeluaran sangat penting agar belanja publik 
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benar-benar produktif, memberikan nilai (value for money),dan memberikan 

dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. 

Penelitian terdahulu oleh Faisol (2018) pada kota Jawa Tengah dan Jawa 

Timur menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran publik berhubungan positif dan 

signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

efisiensi belanja bukan hanya masalah penghematan, tetapi juga tentang 

mendorong hasil pembangunan yang bermanfaat bagi ekonomi lokal. Sedangkan 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat efisiensinya rendah (kurang efisien) maka 

potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari belanja publik mungkin 

tidak maksimal. Belanja yang terlalu tinggi tanpa kontrol efisiensi bisa 

menghasilkan pemborosan yang sejatinya dapat digunakan untuk program lain 

atau dialihkan ke sektor produktif.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa faktor yang sering dikaitkan 

dengan efisiensi belanja pemerintah daerah adalah akuntabilitas, good governance 

(tata kelola yang baik), efisiensi sektor spesifik, distribusi dan alokasi belanja. 

Penelitian oleh Rahayu dan Khoirunurrofik (2018), menemukan bahwa 

akuntabilitas memiliki hubungan non-linear dengan efisiensi pengeluaran daerah. 

Pada titik tertentu, peningkatan akuntabilitas tidak selalu menaikkan efisiensi. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mungkin memiliki struktur pengawasan atau 

akuntabilitas yang belum optimal, atau terdapat inefisiensi dalam manajemen 

internal, meskipun laporan pengawasan mungkin bagus.  

Selain itu, penelitian oleh Wardhani, Rossieta & Martani (2017), 

menunjukkan bahwa meskipun belanja publik bisa besar, jika tata kelolanya 
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buruk, maka hasil pembangunan tidak optimal dan belanja bisa boros tanpa hasil 

maksimal. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, hal ini berarti perlu 

perbaikan manajemen anggaran, transparansi, dan pertanggungjawaban agar 

setiap rupiah belanja memberikan outcome yang nyata.  

Penelitian lainnya oleh Mukti & Auwalin (2020) dalam Efficiency 

Analysis of Regioal Government Expenditure on Development menggunakan 

pendekatan DEA dan Malmquist Index untuk mengukur efisiensi pembangunan 

daerah. Jika alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat terlalu banyak 

diarahkan pada belanja rutin (gaji, administrasi) dan kurang pada belanja 

produktif (seperti infrastruktur, layanan publik), maka efisiensi akan rendah. 

Dalam meningkatkan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat 

melakukan audit internal, memperbaiki akuntabilitas, mengalokasikan lebih 

banyak ke belanja produktif, dan melakukan pemantauan berkala. Sehingga, 

belanja daerah tidak hanya ditekan (penghematan), tetapi diarahkan agar 

menghasilkan manfaat maksimal (value for money) dan mendorong pembangunan 

berkelanjutan. 

4.3.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari 

Rasio Efektivitas  
 

Hasil perhitungan analisis efektivitas pendapatan daerah, maka dapat 

dilihat mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat sudah melakukan penggunaan anggaran dengan efektif. Dapat dilihat dari 

rasio perhitungannya sebesar 99,33% sampai dengan 112,08%, maka penggunaan 

anggaran pendapatan selama tiga tahun anggaran tersebut termasuk kategori 

efektif sampai dengan sangat efektif, hal ini dapat diartikan manajemen 
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penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai 

tujuan dan target realisasinya dimana semakin besar kontribusi pengeluaran yang 

dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat 

dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja yang dimaksud. Batas atas anggaran 

yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dari sasaran seperti yang direncanakan, 

dimana tingkat rasio tertinggi pada tahun 2024 sebesar 112,08% dan rasio 

terendah pada tahun 2023 sebesar 99,33%. 

Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Apabila 

telah mencapai tujuan, maka telah berjalan secara efektif dan untuk mengukur 

tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara melihat perbandingan 

antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan rasio 

efektifitas pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode 2022-2024 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan target 

pendapatan dalam jangka menengah, secara umum kinerja pendapatan daerah 

menunjukkan tren positif, dan kemampuan adaptasi fiskal pemerintah daerah 

cukup baik. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek meningkatkan jumlah anggaran PAD untuk tahun 2022. Dan jumlah 

realisasi PAD tahun 2022 melebihi jumlah capaian yang ditetapkan. Sehingga 

diperoleh angka 102,33 untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2022. Angka ini 

masuk ke kategori sangat efektif. Secara keseluruhan, rasio efektivitas selama 

tahun 2020-2022 mengalami naik turun namun masih berada di atas 90%. 
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Berdasarkan angka pada rasio ini dikategorikan ke kelompok cukup dengan 

rentang nilai 90-99%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah 

mendekati efektif (Arini & Zulvianira, 2024). 

Secara keseluruhan, rata-rata efektifitas 105,45% menempatkan 

Kabupaten Aceh Barat dalam kinerja sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan 

daerah. Hasil ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa efektifitas 

pendapatan dapat berfluktuasi mengikuti dinamika ekonomi dan kualitas 

perencanaan anggaran (Mardiasmo, 2018). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

perlu menjaga stabilitas kinerja pendapatan dengan memperkuat strategi fiskal, 

meningkatkan pengawasan, dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi 

ekonomi yang berubah.  
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Laporan Realisasi 

Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Aceh Barat Tahun 2022-2024, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Menurut hasil perhitungan rasio efisiensi realisasi anggaran pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja efisiensi 

berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Tahun 2022, 

rasio efisiensi sebesar 100,07% menunjukkan bahwa realisasi belanja 

sedikit lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan, sehingga termasuk 

dalam kategori tidak efisien. Tahun 2023, rasio efisiensi meningkat 

menjadi 100,27%, yang menandakan tingkat ketidakefisienan yang 

semakin tinggi. Pada tahun 2024, rasio efisiensi mengalami penurunan 

menjadi 97,77%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Penurunan 

ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja dan upaya 

peningkatan pendapatan, meskipun secara keseluruhan pengelolaan 

anggaran belum sepenuhnya mencapai tingkat efisiensi yang optimal. 

Secara keseluruhan, fluktuasi rasio efisiensi selama periode 2022–2024 

dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi daerah dan kebijakan fiskal 

pemerintah yang berfokus pada pemulihan ekonomi serta pembangunan 

jangka panjang. 
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2. Rasio keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan rasio 

efektivitas dari tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja efektivitas anggaran 

mengalami fluktuasi yang berada pada kategori cukup efektif hingga 

sangat efektif. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas sebesar 104,49% 

menunjukkan kinerja sangat efektif, yang menandakan bahwa realisasi 

pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Tahun 

2023, efektivitas menurun menjadi 99,33%, yang masih tergolong cukup 

efektif. Tahun 2024, tingkat efektivitas kembali meningkat signifikan 

menjadi 112,08%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. 

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, 

pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran, serta keberhasilan pemerintah 

daerah dalam meningkatkan serapan dan optimalisasi sumber pendapatan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis laporan realisasi anggaran 

untuk menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, maka 

beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu lebih meningkatkan kualitas 

perencanaan dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Meskipun 

efektivitas pendapatan daerah tergolong sangat efektif, pemerintah daerah 

perlu memastikan perencanaan pendapatan semakin realistis, akurat, dan 

berbasis potensi riil daerah. Di sisi lain, perencanaan belanja harus 

memperhatikan prinsip value for money, agar belanja tidak hanya terserap 

tinggi tetapi juga memberikan manfaat maksimal. Penyusunan RKA-
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SKPD dan RKPD perlu lebih berbasis data dan analisis kebutuhan yang 

mendalam. 

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat disarankan agar melakukan evaluasi 

triwulan atau semesteran terhadap serapan anggaran, mengidentifikasi 

kegiatan yang berpotensi mengalam pembengkakan biaya, dan melakukan 

realokasi atau refocusing secara cepat jika ditemukan ketidaksesuaian 

antara rencana dan realisasi. 

3. Peningkatan efisiensi belanja melalui pengendalian pemborosan dengan 

mengendalikan belanja operasional yang kurang mendukung peningkatan 

pelayanan publik, memprioritaskan belanja modal yang berdampak 

langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, dan menerapkan sistem 

pengadaan barang/jasa berbasis kinerja (performance-based procurement). 
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